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A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat
manusia yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya
diperuntukkan bagi umat Islam saja melainkan untuk semua umat
manusia, sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.

Pada penerapan ajaran Islam dibahas pula aturan hukum
syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam
melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum muamalah
sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan
sesamanya dan makhluk lainnya. Jadi Islam tidak hanya
mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya,
tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia,
yang meliputi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Nilai Islam
senantiasa menjadi landasan utamanya*

Islam tidak membeda — bedakan dalam urusan muamalah,
akan tetapi dalam urusan ibadah Islam tidak akan mencampuri
agama lain, dan juga tidak mau dicampuri oleh agama lain.
Dalam muamalah, Islam membolehkan muslim bermuamalah
dengan non muslim. Dalam perdagangan, Islam tidak melarang
umatnya untuk berinteraksi dengan agama lainnya. Transaksi

muamalah dapat dilakukan baik antar umat Islam dan umat

' Yoswan Hendarto, Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Hutang-
Piutang, Skripsi, (Solo : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010), h.1



agama lainnya.” Muamalah merupakan tuntunan yang mengatur
tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya yang
disebut juga dengan istilah hablum minannas, misalnya;
melakukan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang
piutang, anggunan, pemberian, wakaf, dan wasiat. Jenis-jenis
transaksi muamalah tersebut terangkum dalam praktek-praktek
ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam, yang disebut dengan
Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mencakup segala perilaku manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah
(kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).> Tujuan utama
Ekonomi Islam yaitu mengangkat manusia dari kehidupan
keterbelakangan yang diakibatkan oleh kemiskinan dan
kelaparan, ketingkat yang lebih nyaman dan bahagia®. Dengan
demikian, Ekonomi Islam melakukan pemantapan konsep
Ekonomi melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah.
Perkembangan sistem Lembaga Keuangan Syariah ditandai
dengan didirikannya berbagai Lembaga Keuangan Syariah, dan
diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah,
Lembaga keuangan Islam hadir ditengah - tengah masyarakat
dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk

menghindari sistem bunga bank pada bank konvensional yang

2 Ismail, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2011) h.3

*Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011), cet.3 h.7
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Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.220



termasuk riba dan Allah SWT mengharamkan segala bentuk

transaksi yang mengandung riba.
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“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya”. (OS. Al-Bagarah [3]: 275)°

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menegaskan, bahwa
orang-orang yang memakan riba seperti berdirinya orang yang
akan kemasukan syaitan sedangkan Allah SWT telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam
riba tidak ada pertukaran namun ada tambahan pembayaran di

dalamnya.

> Syamil Al-Qurian, Al-Qur’an Terjemah Perkata, (Bandung:
SYGMA, 2007), h. 47.



Produk-produk penghimpunan dan pembiayaan juga
mempunyai produk jasa sosial yang di dalamnya terdapat praktek
utang piutang. Produk tersebut merupakan penerapan akad-akad
syariah, yang disebut dengan Al- Qardh. Al-Qardh merupakan
fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah
dalam membantu pengusaha kecil dengan praktek utang-piutang
atau pembiayaan dan diberikan tanpa adanya imbalan. Al-Qardh
juga merupakan pemberian harta kepada orang lain kemudian
dapat ditagih, atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang
yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang
diminta oleh pihak Bank Syariah. Dengan demikian Al-Qardh
merupakan suatu pembiayaan yang bertujuan untuk membantu
masyarakat atau pengusaha kecil dalam mengembangkan
usahanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah
musyawarah para ulama zu’ama, dan cendekiawan muslim serta
menjadi pengayom bagi selurun muslim Indonesia adalah
lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memcahkan
setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan
dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan
penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pada
hakikatnya keberadaan Majelis Ulama Indonesia identik dengan
fatwa.

Majelis  Ulama  Indonesia  didirikan  bertujuan

mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan



masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, serta rohaniah
dan jasmaniahnya diridhai Allah SWT dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada
semenjak masa Nabi SAW, kemudian menjadi produk hukum
Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama
Islam yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqih dan keputusn-
keputusan lembaga fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang
bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa®. Jadi
fatwa merupakan salah satu solusi dalam memecahkan persoalan
yang terjadi di zaman modern ini.

Berkaitan dengan permasalahan tentang produk jasa sosial
khususnya pembiayaan atau Qardh, Dewan Syariah Nasional
MUI mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan Qardh dengan
N0.19/DSN-MUI/IV/2001. Didalam fatwa tersebut Dewan
Syariah Nasional menetapkan bahwa pembiayaan Qardh dapat
diterima dalam hukum Islam apabila prosedur pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada skripsi ini penulis akan meneliti tentang bagaimana
Implementasi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor
19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin ke 6 yang menetapkan

ketentuan :

® Badri Kaeruman, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Bandung:
Pustaka Setia, 2010), h.103



Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau
seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS
telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. menghapus sebagian atau seluruhkewajibannya.

Pada poin ke-6 inilah yang kemudian menimbulkan
persoalan tentang bagaimana implementasinya pada bank BRI
Syariah Cilegon. apakah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah
Nasional yang menjadi dasar bagi Bank Syariah atau ada syarat
yang harus ditempuh oleh nasabah.

Selain persoalan tentang bagaimana implementasi dari
fatwa Dewan Syariah Nasional, ada persoalan tentang penetapan
biaya administrasi yang merupakan salah satu isu penting dalam
praktek keuangan syariah. Seringkali biaya administrasi ini
diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang,
maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya.
Fenomena inilah yang menyebabkan sebagian anggota pada Bank
BRI Syariah mengeluhkan biaya administrasi sebagai biaya
tambahan yang memberatkan bagi sebagian anggota.

Persoalan tersebut terdapat pada Bank BRI Syariah yang
melaksanakan utang piutang untuk pembiayaan bersifat sosial.
Fungsi dan operasional yang telah ditetapkan oleh Bank BRI
Syariah Cilegon menurut peneliti menarik untuk dilakukan pra
survey terhadap sistem utang piutang pada pembiayaan sosial Al-

Qardh. Berdasarkan hasil pra survey yang dilaksanakan di “Bank



BRI Syariah Cilegon” peneliti menemukan permasalahan, yaitu
bagaimana implementasi dari fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-
MUI/1VV/2001 pada poin ke-6 yang menetapkan ketentuan:

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau
seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS
telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dan tentang perbedaan persepsi antara pihak Bank BRI
Syariah Cilegon dengan nasabah Bank BRI Syariah.

Nasabah BRI Syariah menyatakan bahwa, pembiayaan
pada Bank BRI Syariah tersebut sesuai dengan operasionalnya,
yaitu menerapkan pembiayaan Al-Qardh tanpa adanya tambahan
atau imbalan yang diminta. Selain itu Bank BRI Syariah Cilegon
memiliki beberapa ketentuan seperti; pembiayaan Al-Qardh
hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah menjadi
anggota dan apabila belum menjadi anggota maka wajib
membayar simpanan untuk membuka tabungan sebagai anggota,
biaya administrasi ~ Al-Qardh dibebankan kepada anggota,
kemudian Bank memberikan batasan terhadap jumlah
pembiayaan yang diberikan dibatasi tidak lebih dari
Rp.2000.000,-.

Nasabah Bank BRI Syariah menyatakan, bahwa
pembiayaan Al- Qardh menyulitkan dalam hal pelaksanaannya

dan adanya pengambilan dana untuk administrasi maupun



simpanan wajib yang dikeluarkan oleh anggota, anggota merasa
keberatan sebab dana yang dikeluarkan harus memotong
pembiayaan yang akan dipinjam oleh anggota, sehingga anggota
merasa terbebani dan beranggapan bahwa pembiayaan Al-Qardh
kurang sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil survey di lapangan tersebut, menunjukkan adanya
perbedaan pernyataan dalam pelaksanaan utang piutang untuk
pembiayaan pada produk Bank BRI Syariah Cilegon, yang
diperoleh dari hasil wawancara pada pihak Bank BRI Syariah.
Bahwasannya setelah melihat langsung pemahaman anggota
terhadap pembiayaan Al-Qardh masih sangat kurang. Anggota
masih banyak yang salah persepsi dan menganggap bahwa Bank
BRI Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah hanya covernya
saja berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah.
Permasalahan tersebut menjadi polemik karena menunjukkan
pemahaman nasabah Bank BRI Syariah yang masih sangat
kurang dalam memahami pembiayaan Al-Qardh.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini
bermaksud menggali lebih jauh tentang IMPLEMENTASI
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.19/DSN-
MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH PADA
PEMBIAYAAN DI BANK BRI SYARIAH CILEGON.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan
diatas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah.
Pokok — pokok masalah tersebut diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan di Bank BRI Syariah
Cilegon dengan menggunakan Akad Al-Qardh ?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional
No0.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh pada
pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon ?

C. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme dari
transaksi pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon dengan
menggunakan Akad Al-Qardh dan mengetahui implementasi dari
Fatwa DSN No0.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh pada
pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan yang penting, yaitu :
1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan di Bank BRI
Syariah Cilegon dengan menggunakan Akad Al-Qardh.
2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa Dewan Syariah
Nasional No0.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
pada pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon.
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

antara lain :

1.

Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin
mengetahui mekanisme pembiayaan di Bank BRI Syariah
Cilegon dengan menggunakan Akad Al-Qardh.

Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin
mengetahui Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional
No0.19/DSN-MUI/IV/2001  tentang Al-Qardh pada
pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian melakukan

penelusuran terhadap penelitian — penelitian terdahulu. Dari hasil

penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Hasil penelitian Uswatun yang berjudul, “Pengaruh

Pembiayaan Qardatul Hasan Pada BNI Syari’ah Cabang
Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil Tahun
2011”. Penelitian ini menyatakan bahwa, pengaruh
pembiayaan Qardatul Hasan terhadap pengusaha kecil
dan hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh
pembiayaan Qardatul Hasan sangat kecil terhadap

perkembangan usaha kecil masyarakat.
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Sedangkan peneliatan yang penulis lakukan adalah
meneliti pada bagaimana mekanisme pembiayaan Qardh
di Bank Syariah, karena persoalan penetapan biaya
administrasi merupakan salah satu isu penting dalam
praktek keuangan syariah. Seringkali biaya administrasi
diasosiasikan sebagai Riba. Ketika riba dilarang, maka
digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya.
Fenomena inilah yang menyebabkan sabagian anggota
mengeluhkan biaya administrasi sebagai biaya tambahan
yang memberatkan.

. Penelitian dilakukan ole Siti Markhamah yang berjudul,
“Telaah Pemanfaatan Sumber Dana Al-Qardhul Hasan
pada Bank Mandiri Syariah Kota Metro dalam Perspektif
Ekonomi Islam”. Penelitian ini menyatakan bahwa
pemanfaatan sumber dana Al-Qardhul Hasan pada Bank
Mandiri Syariah Kota Metro belum optimal, karena pada
dasarnya Al-Qardhul hasan merupakan pinjaman yang
baik sebagai wujud peran sosial Lembaga Keuangan
Syariah untuk membantu masyarakat muslim.

Sedangkan skripsi yang disusun penulis membahas
tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-
MUI/1V/2001 tentang Qardh pada pembiayaan di Bank
Syariah. Penulis lebih dalam membahas tentang

bagaimana Implementasi dari Fatwa DSN-MUI yang
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merupakan dasar pada setiap lembaga keuangan yang

berbasis syariah.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas yang dilakukan oleh
peneliti, penelitian yang akan diangkat menggali tentang
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Al-Qardh.
Oleh karena itu, penelitian yang berjudul, “Implementasi Fatwa
Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IVV/2001 tentang
Al-Qardh pada Pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon, belum
pernah diteliti sebelumnya, khususnya di UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten dan perlu diadakan penelitian. Penelitian
dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat
dalam penggunaan dan pelaksanaan pembiayaan Al-Qardh.

. Kerangka Pemikiran

Bank Syariah sebagaimana Bank Konvensional berfungsi
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk
kredit atau pembiayaan. Peran Bank sebagai lembaga perantara
jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana
dari masyarakat, dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam
bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut dalam Bank Syariah
dikenal dengan istilah Al-Qardh.

Menurut bahasa, Al-Qardh adalah memotong, artinya
gardh merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang
suatu saat akan anda minta kembali. Seolah-olah akan
memotongnya dari harta, pinjaman itu sendiri terkadang berupa

harta dan terkadang berupa kehormatan.
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Secara terminologi arti peminjaman adalah menyerahkan
harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan
gantinya suatu saat. Sedangkan menurut istilah Al-Qardh adalah
memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan
tanpa ada tambahan, Al-Qardh hukumnya boleh dan dibenarkan
secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama
dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin
meminjam.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang
menghimpun dana dan menyalurkan untuk kesejahteraan
masyarakat muslim, maka pertumbuhan setiap Bank akan sangat
dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun
dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu,
Bank juga menghimpun dana dari beberapa pihak yaitu dana
pihak pertama (pinjaman jangka pendek) dan dana pihak kedua
(pinjaman jangka panjang). Dana — dana yang digunakan untuk
pembiayaan sebagian besar berasal dari dana pihak Kketiga.
“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan
persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan/bagi hasil.”
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H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini membahas beberapa hal, antara lain:
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian
lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari
penelitian langsung pada kegiatan dilapangan penelitian. Adapun
lokasi penelitian ini adalah Bank BRI Syariah Cilegon sebagai
sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku — buku
figh dan buku — buku lainnya yang secara langsung maupun tidak
berhubungan dengan pokok permasalahan.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu
bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang diteliti,
selanjutnya menganalisis hasil penelitian tersebut dengan
menggunakan ketentuan Hukum Islam. Sifat ini sangat berguna
untuk mengetahui masalah mekanisme dan implementasi Al-
Qardh tentang pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon, sesuai
atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.
3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan
berdasar pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur’an dan
Hadits. Dengan pendekatan ini apakah praktek Al-Qardh di Bank
BRI Syariah sudah sesuai dengan norma — norma dalam hukum

Islam.
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4. Ruang lingkup penelitian
a. Subyek penelitian
Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan
sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian.
Subyek penelitian ini yaitu pihak nasabah yang melakukan
transaksi pembiayaan di bank BRI Syariah Cabang Cilegon.
b. Obyek penelitian
Obyek penelitian yaitu apa yang menjadi titik
perhatian suatu penelitian. Obyek penelitan pada penelitian
ini yaitu mekanisme dan implementasi pembiayaan yang
terjadi di bank BRI Syariah Cabang Cilegon.
5. Sumber data
a. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
nara sumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil
wawancara.
b. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi
kepustakaan seperti UU, kitab, dan literatur lain yang
berhubungan dengan Al-Qardh
6. Teknik pengumpulan data
a. Observasi
Observasi  yaitu pengamatan dan pencatatan
sistematis terhadap fenomena — fenomena yang akan

diteliti. Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat
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mekanisme dan  implementasi  Al-Qardh  tentang
pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon dengan cara
pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan
pencatatan secara sistematis terhadap fenomena — fenomena
yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai
nasabah yang berhubungan dengan Al-Qardh.
. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan
informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan
secara lisan. Ciri utama wawancara adalah terjadinya
kontak langsung dan bertatap muka antara pencari
informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis
pedoman wawancara yang akan digunakan oleh penyusun
adalah jenis pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu
pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang
akan ditanyakan. Dalam hal ini, penyusun melakukan
wawancara terhadap karyawan Bank, dan nasabah yang
melakukan pembiayaan Al-Qardh di Bank BRI Syariah
Cabang Cilegon.
. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal — hal
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto dan
sebagainya. Dokumentasi penyusun  digunakan untuk
mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan hasil

penelitian.
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7. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun, maka guna
mempermudah dalam menganalisis masalah ini penyusun
menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teknik
deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data
kualitatif, Sedangkan dalam menganalisis data dengan teknik
deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan
sekedar mengungkap informasi secara sederhana terhadap
fakta dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri
pernyataan — pernyataan yang bersifat umum. Hal ini
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang
mekanisme dan implementasi fatwa DSN MUI No0.19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh pada pembiayaan di Bank
BRI Syariah Cilegon.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh
serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya
dan untuk mempermudah dalam proses penulisan ini, maka perlu
adanya sistmatika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan
ini melalui beberapa bab, yaitu:

BAB I, Pendahuluan, dalam bab ini akan mengidentifikasi
tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian
terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian

dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar
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materi untuk dibahas lebih lanjut di bab lain, tanpa keberadaan
bab ini maka tidak bisa dilakukan penelitian lebih mendalam.

BAB I, Profil Bank BRI Syaiah, dalam bab ini akan
membahas tentang latar belakang berdirinya Bank BRI Syariah,
Visi dan Misi Bank BRI Syariah dan produk-produk pada Bank
BRI Syariah Cabang Cilegon.

BAB IlI, Akad Al-Qardh, dalam bab ini akan menjelaskan
tentang Al-Qardh yang terdiri dari definisi akad, rukun akad,
syarat akad, macam-macam akad, berakhir akad, hikmah akad
dan Al-Qardh yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat,
rukun dan jenis-jenis Al-Qardh, dan dalam bab ini juga akan
membahas tentang definisi  magashid syariah, pembagian
maghasid syariah, definisi fatwa dan kedudukan fatwa.

BAB 1V, Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini
mengidentifikasikan mekanisme pembiayaan di bank BRI
Syariah Cilegon dengan menggunakan akad Al — Qardh dan
Implementasi Qardh pada pembiayaan di Bank BRI Syariah
Cilegon.

BAB V, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.



